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PRAKATA

Alhamdulillahhirobilalamin, Dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa
buku yang berjudul “Penegakakan Pemberantasan Korupsi dan
Pembaharuan Hukum di Indonesia” dapat terselesaikan.

Buku ini merupakan kumpulan makalah/paper yang disajikan
dalam Internasional Webinar dengan tema “Menakar Efektivitas
Hukuman Mati Bagi Para Koruptor” yang diselenggarakan secara
daring pada tanggal 23 Februari 2021. sebagai bentuk kerjasama dari
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum dan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMSurabaya) dengan berbagai
mitra, yaitu: Universiti Sains Islam Malaysia, Komisi Pemberantasan
Korupsi, dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.

Buku ini ditujukan untuk memberikan sumbangsih pemikiran
dan masukan strategis mengenai hukuman mati bagi para koruptor.
Buku ini terdiri atas 4 tema yaitu : Problematika Tindak Pidana Korupsi
dan Ancaman Hukuman Mati yang Menyertainy,Dinamika
Pemberantasan Korupsi di Indonesia, Dinamika Penegakan Hukum di
Indonesia, Persoalan Hukum Lintas-Isu yang Bekembang dan
Solusinya.

Poin-poin didalam buku ini menjadi masukkan dan perspektif
baru yang didapatkan oleh pembaca menelaah isi buku ini. Mengingat
pentingnya hasil kajian buku ini maka diharapkan, buku ini akan dapat
digunakan oleh peneliti akademisi, praktisi, pemerintah, pejabat
negara, penegak hukum dan anggota masyarakat yang berminat untuk
mengkaji lebih dalam mengenai Hukuman Mati Bagi Para Koruptor.

Tidak ada gading yang tak retak, masih banyak kekurangan
dari isi buku ini, karena hanya merupakan karya manusia yang penuh
kekurangan. Saran dan masukan perbaikan akan selalu kami nantikan
untuk kebaikan kami pembaca dan masyarakat.

Surabaya, 22 Juli 2021
Editor
ttd

Achmad Hariri
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KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK TINDAK PIDANA
PENCEMARAN NAMA BAIK
Nadiah Uzahabiyya, Muridah Isnawati
Diahdzahab150698@gmail.com, muridah.isnawati@fh.um-sby-.ac.id

Abstrak

Perkembangan teknologi yang pesat berpengaruh pada suatu bentuk
kejahatan, yakni kejahatan Tindak pencemaran nama baik yang diatur dalam
pasal 27 ayat 3 (Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008
Tentang Informasi Dan Tranksaksi Elektronik, 2008), terdapat kendala dalam
pelaksanaan atas pasal tersebut dari seg alt bukti dalam nilai pembuktian,
karena dalam praktiknya banyak para penegak hukum selalu menggunakan
frase pembuktian dalam suatu alat bukti berdasarkan pasal 184 ayat 1 KUHAP,
maka dalam peristiwa tersebut penulis ingin mengethui apakah alat bukti
elektronik pada tindak pidana pencemaran nama baik memilkik pembuktian
dan mengetahui sejauhmana nilai pembuktian tersebut.metode peniliyan
menggunakan yuridis normatif pendekatan undang — undang KUHAP dan UU
ITE, Terdapat unsur dalam pasal 27 ayat 3 UU ITE terkait informasi elektrnik
yang merupakan wujud dari pasal 44 jo pasal 5 sehingga menjadi alat bukti
yang memiliki pembuktian, nilai pembuktian pada kekuatan alat bukti elektronik
merupakan perluasan alat bukti yang diatur dalam pasal 184 ayat 1 yang
merepresentasikan alat bukti elektronik yang diatur pada UU ITE, yang
merupakan perluasan dari alat bukti petunjuk, bahwa bukti elektronik yang
berupa informasi dan/atau dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah
dalam Hukum Acara Pidana. Dalam hal ini bukti elektronik berstatus sebagai
pengganti surat.

Kata Kunci : Alat Bukti, Pembuktian, Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi berkembang dengan pesat, salah satunya adalah
kegunaan jasa internet, kemajuan pada jasa internet tersebut dapat menjadi
bumerang bagi pemanfataanya, adapun kegunaanya jika digunakan untuk hal
yang positif dapat membantu kehiduan manusia bahkan pemerintah maupun
masyarakat, namun sebaliknya pemanfaatan tersebut disalahgunakan dapat
menyebabkan akibat pemanfaatan jasa internet tersebut, yakni kejahatan di
dunia maya, atau dengan istilah cybercrime. Yang merupakan perkembangan
dari computercrime, Pattiradjawane mengungkapkan‘konsep hukum
cyberspace, cyberlaw, dan cyberline yang dapat menciptakan komunitas
pengguna jaringan internet yang luas (60 juta), yang melibatkan 160 negara
menimbulkan kegusaran para praktisi hukum untuk menciptakan pengamanan
melalui regulasi, khususnya perlindungan terhadap milik pribadi.”(Angkupi,
2014) Perkembangan tersebut memberikan kesempatan untuk dapat
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mengakses segala sesuatu yang dibutuhkan karena berdasarkan kemudahan
yang ditawarkan oleh teknologi tersebut, sehingga disisi lain menimbulkan
kesalahan dalam penyalahgunaan teknologi alat komunikasi yang dilakukan
secara elektronik yang dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi dan merugikan
orang lain, seperti suatu bentuk tindak pidana pencemaran nama baik di media
sosial.

Kemajuan teknologi informasi yang berkaitan dengan elektronik,
mendesak pemerintah untuk membuat regulasi yang mengontrol dan mengatur
perkembangan teknologi informasi tersebut, hingga lahirlah Undang — undang
Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik, atau disingakat
UU ITE. inti muatan yang dibahas dalam UU ITE, terbagi kedalam dua bentuk
yakni berkaitan dengan pengaturan informasi transaksi elektronik dan
perbuatan yang dilarang. Klasifikasi pengaturan memberikan batasan yang
tegas terhadap apa yang diatur dan dilarang perbuatan yang diatur dan
dilarang termasuk dalam kategori mengatur kegiatan serta pengendalian dari
pemanfaatan teknologi elektronik dan mengkategorikan kejahatan yang
bersifat mengambil, memanfaatkan dan menyerang kepribadian seseorang
atau martabat dari sesorang untuk yang mana menguntungkan diri sendiri
secara bersama yang berakibat kepada kerugian orang lain dan bahkan
kerugian bagi negara.

Terhadap penyalahangunaan teknologi informasi elektronik tersebut,
memberikan gambaran bahwa tindak kejahatan didunia maya begitu marak
terjadi, seperti halnya salah satu kejahatan di media maya adalah kejahatan
tindak pidana pencemaran nama baik yang dalam (Undang - Undang Republik
Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Tranksaksi
Elektronik, 2008) pada pasal 27 ayat (3) “Setiap Orang dengan sengaja dan
tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat
dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang
memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Fakta dalam praktiknya kasus kejahatan tindak pidana pencemaran
nama baik menjadi nomor satu tingkat kejahatan di dunia maya, sebagaimana
di langsir dari Jakarta, (CNN, 2020) “Direktorat Tindak Pidana Siber
(Dittipidsiber) Bareskrim Polri menangani 4.656 kasus tindak pidana siber
sepanjang periode Januari hingga November 2020. Berdasarkan data
Dittipidsiber, lebih 4 ribuan kasus itu terbagi dalam 15 jenis kejahatan. Kasus
terbanyak yang ditangani polisi adalah perkara pencemaran nama baik
sebanyak 1.743 kasus.”(CNN, 2020) Dari fakta dan perkembangan kejahatan
tersebut, UU tersebut memberikan pedoman bagi para penegak hukum dalam
mengatasi permasalahan dalam kegiatan yang dilarang, salah satunya adalah
tindak pidana pencemaran nama baik.

Tindak pidana pencemaran nama baik menemukan kendala dalam
pembuktian dari segi hukum acara, terhadap alat bukti elektronik dalam



nilai pembuktian yang diatur dalam UU ITE, padahal ketentuan tersebut
memiliki keistimewaan dalam bentuk pembuktian yang merupakan
kekuatan yang penting untuk melakukan pemeriksaan perkara pidana di
pengadilan. Sehingga pembuktian menjadikan pedomann dalam hal tata
pelaksanaan dan menjadi aturan yang dibenarkan oleh undang — undang
untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.

Hal ini berbeda dengan pembuktian yang diatur dalam (Undang -
Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara
Pidana, 1951) pada penerapannya keistimewaan dari UU ITE tidak dapat
menjadi khusus jika kemudian dalam penegakanya tindakan pidana yang
berkaitan dengan tindak pidana pencemaran nama baik dilakukan di
dunia maya, para penegak hukum dalam melaksanakan pembuktian
masih dengan pembuktian yang diatur dalam KUHAP yang merupakan
peraturan perundang — undangan yang bersifat umum.

Beberapa bentuk kasus pencemaran nama baik melalui media sosial yang
terjadi:

1. (PUTUSAN PN LIMBOTO 21/PID.SUS/2020/PN LBO, 2020)
selanjutnya pada putusannya “Pada Tanggal 3 Juni 2020 —
Penuntut Umum: JUNAEDY, SH Terdakwa: ELEN MANTU alias
ELEN, Catatan Amar Menyatakan Terdakwa Elen Mantu Alias
Elen tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak
mendistribusikan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan
pencemaran nama baik sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan
pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ; Memerintahkan Terdakwa
untuk ditahan; Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu)
Handphone Merek Advaro x7 wama putih 1 (satu) Buah kartu
telkomsel dengan nomor 085211031712 Akun Elen Cyng Amol
dan password faccbook 082296289469 Dimusnahkan
Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara
sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah);”(PUTUSAN PN LIMBOTO
21/PID.SUS/2020/PN LBO, 2020)

2. Kasus Augie Fantinus, Sembrono Gunakan Medsos Berujung
Bui, dilangsir CNN, Jakarta, CNN Indonesia -- Augie Fantinus kini
harus meringkuk di tahanan Rutan Polda Metro Jaya. Dia
disangkakan melanggar Undang-Undang ITE karena menuding
anggota polisi sebagai calo tiket Asian Para Games lewat akun
media sosial.(CNN, 2018)

3. Kasus Vicky Prasetyo, Kasus Dugaan Penghinaan dan
Pencemaran Nama Baik, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta
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Selatan, Kompol Andi Sinjaya mengatakan, Vicky dikenakan
kasus dugaan penghinaan dan pencemaran nama baik."Yang
bersangkutan (Vicky Prasetyo) dan kita kenakan pasal 45 juncto
27 UU ITE tentang penghinaan dan pencemaran nama baik,"
yang dilaporkan mantan istrinya Anggle lelga, yang terancam 4
tahun penjara.(Agustina, 2019)

Ketentuan dalam putusan dan kasus tersebut memberikan kesan
bahwa dalam pembuktian kasus pencemaran nama baik yang diatur dalam
UU ITE, para penegak hukum masih menerapkan ketentuan pembuktian
yang diatur dalam KUHAP yang dianggap eksistensinya dalam bentuk
acara pembuktian dalam kasus tindak pidana. Terkait alat bukti dalam
pembuktian dalam kasus tindak pidana pencemaran nama baik di media
sosial masih menjadi perdebatan yang panjang di ranah penegakan hukum
di indonesia, dan sampai hingga saat ini eksistensinya apakah dapat
menjadi bukti yang sah di persidangan, prinsip — prinsip penegak hukum
yang masih terbiasa dengan pembuktian — pembuktian hukum yang sifat
klasik yang terdapat dalam KUHAP atau karena tidak spesifiknya
ketentuan — ketentuan norma dalam pelaksanaan pembuktian dalam
tindak pidana pencemaran nama baik.

Berdasarkan uraian diatas dan pada kasus diatas maka penulis
mengangkat permasalaan yang berkaitan dengan kekuatan pembuktian
alat bukti elektronik dalam tindak pidana pencemaran nama baik.

Rumusan Masalah

1. Apakah alat bukti elektronik tindak pidana pencemaran nama baik
memiliki pembuktian ?
2.Bagaimana nilai kekuatan pembuktian alat bukti elektronik tindak
pidana pencemaran nama baik?

Tinjauan Pustaka
1. Konsep Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.

Pengertian pencemaran nama baik menurut para ahli Menurut Oemar Seno

Adji menjelaskan pencemaran nama baik sebagai suatu usaha menyerang
kehormatan atau nama baik ( aanranding of geode naam ), Oemar Seno Adji
melanjutkan dengan membagi makna istilah pencemaran nama baik dengan
“penghinaan” dengan mengkelompokan kedalam bagian :

[0 Penghinaan Materil

Penghinaan ini, diklasifikasikan kedalam kenyataan yang meliputi
pernyataan yang objektif. Pernyataan tersebut di uraikan secara lisan
maupun tertulis, masih dapat dilakukan dengan kemungkinan untuk



membuktikan bahwa tuduhan tersebut dilakukan dengan kepentingan
umum.

00 Penghinaan Formil

Pada penghinaan ini, isi penghinaan tidak dimukakan melainkan
bagaimana pernyataan itu dikeluarkan, sehingga faktor tersebut dapat
menyatakan dengan cara — cara kasar dan tidak objektif, Dalam hal ini tidak
dikemukakan apa isi dari penghinaan, melainkan bagaimana kemungkinan
agar dapat membuktikan kebenaran dari tuduhan tidak dapat dikatakan
bahwa kemungkinan tersebut adalah ditutup. (Adji, 1990)

Pencemaran nama baik kemudian diklasifikasikan kedalam KUHP
dan Peraturan perundang — undangan di Indonesia Dalam (UNDANG-
UNDANG NO. 1 TAHUN 1946 REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PERATURAN HUKUM PIDANA UNTUK SELURUH WILAYAH REPUBLIK
INDONESIA, 1946) diatur dalam pasal 310 KUHP:

(1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang
dengan menuduhkan seseuatu hal, memberikan hal tersebut untuk
diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara
paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu
lima ratus rupiah.

(2). Jika hal tersebut, dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang
disiarkan, dipertunjukan atau ditempelkan dimuka umum, maka dapat
diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama
satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu
lima ratus rupiah.

(3). Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan
jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk
membela diri.

Pencemaran nama baik yang diatur dalam peraturan perundang —
undangan dalam hal ini (Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11
Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Tranksaksi Elektronik, 2008) yang
kemudian diatur dalam pasal 27 ayat 3 “Setiap Orang dengan sengaja dan
tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat
dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang
memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”

2. Alat Bukti
Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu
perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan
sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas
kebenaran adanya suatu tindak  pidana yang dilakukan
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terdakwa.(Marpaung, 2011), pengertian alat bukti Menurut R.Atang

Raniomiharjo, alat bukti adalah “alat-alat yang ada hubunganya dengan

suatu tindak pidana, sehingga dapat digunakan sebagai pembuktian, untuk

meyakinkan hakim.”(Prodjohamidjojo, 1983b)

Alat bukti itu sendiri, diatur dalam KUHP dan diluar KUHP yakni Diatur
dalam peraturan perundang — undangan, selanjutnya alat bukti diatur dalam
(UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1946 REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PERATURAN HUKUM PIDANA UNTUK SELURUH WILAYAH
REPUBLIK INDONESIA, 1946) Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat-
alat bukti adalah:

a. Keterangan Saksi;

b. Keterangan Ahli;

c. Surat;

d. Petunjuk

e. Keterangan Terdakwa

selanjutnya alat bukti yang dimaksud dalam penilitian ini adalah yang
diatur dalam (Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008
Tentang Informasi Dan Tranksaksi Elektronik, 2008) yakni BAB Il
INFORMASI, DOKUMEN, DAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK
Pasal 5
(1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil

cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

(2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil
cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan
dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di
Indonesia.

(3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah
apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang
diatur dalam UndangUndang ini.

(4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:

a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk
tertulis; dan

b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus
dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat
pembuat akta.

3. Pembuktian
Subekti yang berpandangan bahwa membuktikan adalah upaya untuk
meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang
dikemukakan dalam suatu persengketaan. Sudikno Mertokusumo memiliki
pendapat berbeda yakni, yang disebut dalam arti yuridis dari konteks
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pembuktian adalah upaya untuk memberi dasar-dasar yang cukup kepada
hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi
kepastian tentang kebenaran peristiwa hokum yang diajukan tersebut.
(Imron, 2017),

Pembuktian diatur lebih lanjut dalam KUHP dan Diluar KUHP yakni di
peraturan perundang — undangan selajutnya diatur dalam (UNDANG-
UNDANG NO. 1 TAHUN 1946 REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PERATURAN HUKUM PIDANA UNTUK SELURUH WILAYAH REPUBLIK
INDONESIA, 1946) pada pasal 183 KUHAP Membuktian menurut Kitab
Undang-undang Hukum Acara Pidana berdasarkan pasal 183 KUHAP,
sistem yang dianut oleh KUHAP adalah sistem pembuktian menurut
Undang-Undang secara negatif dimana dalam isinya berbunyi: hakim
tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan
sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan
bahwa suatu tindakan pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah
yang bersalah melakukannya. Dengan kata lain untuk menjatuhkan pidana
kepada terdakwa harus memenuhi hal-hal berikut:

a. Dua alat bukti yang sah;

b. Ada keyakinan hakim akan terjadinya tindak pidana dan terdakwalah

yang bersalah melakukannya;

sedangkan dalam penulisan ini diatur lebih lanjut pada pasal 44 UU ITE

yang mengatur mengenai Alat bukti penyidikan, penuntutan dan

pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang ini

adalah sebagai berikut:

a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-

undangan; dan

b. alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal
5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)

4. Asas Lex Specialis Derogat Lex Generalis

Asas lex specialis derogat legi generali(hukum khusus
menyampingkan hukumumum) merupakan salah satu asas preferensiyang
dikenal dalam ilmu hukum. Asaspreferensi adalah asas hukum yang
menunjukhukum mana yang lebih didahulukan (untukdiberlakukan), jika
dalam suatu peristiwa (hukum) terkait atau terlanggar beberapa
peraturan.Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekantomengatakan
bahwa:Maksud dari asas ini adalah bahwaterhadap peristiwa khusus
wajibdiberlakukan undangundang yangmenyebut peristiwa itu, walaupun
untukperistiwa khusus tersebut dapat puladiberlakukan undang-undang
yangmenyebut peristiwa yang lebih luas atau lebih umum yang dapat
mencakupperistiwa khusus tersebut.(Sucipta et al., 2020)
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HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Alat Bukti Elektronik Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.

Alat bukti tindak pencemaran nama baik memiliki pembuktian perlu
dilakukan pengkajian mendasar dalam membahas kasus yang diuraikan
dalam penlitian ini, pengkajian diawali dengan pengertian Tindak pidana
atau perbuatan pidana, menurut Prof Moelyatno menungkapkan perbuatan
hukum vyaitu “Setiap tindakan yang dilarang oleh ketentuan hukum, yang
di ancam atau dikenakan sanksi pidana tertentu, terhadap barangsiapa
melanggar ketentuan tersebut yang mana perbuatan pidana harus
memenuhi beberapa unsur :

1. Adanya subyek

2. Adanya Kesalahan

3. Bersifat Melawan Hukum

4. Adanya suatu tindakan yang dilarang atau diwajibkan oleh Undang

— Undang terdapat ancaman pidananya
5. Tempus dan delictie.”(Alfalachu Indiantoro, Ida Yeni Rahmawati,
2019)

Unsur tersebut merupakan bentuk dari ketentuan yang kemudian dipahami

bahwa segala perbuatan yang dilakukana dapat dikategorikan sebagai

tindak pidana tersebut harus memenuhi unsur unsur tersebut yang
kemudian diklasifikasikan kedalam apa bentuk tindak pidana yang
dilakukan yang diatur dalam peraturan perundang — undangan.

Bentuk tindak pidana dalam hal ini ialah “Pencemaran nama baik atau
penghinaan atau fithah yang disebarkan secara tertulis dikenal sebagai
fibel’, sedangkan yang diucapkan disebut sebagai ‘slander”.(Worang,
2021) Istilah tersebut melihat konteks penghinaan dari bentuk tertulis yang
kemudian dituangkan kedalam sebuah media yang berisi penghinaan
kepada subyek hukum sehingga menimbulkan kerugian, sebagai contoh
penghinaan dengan menulis ke berita,majalah dan lain — lain, kemudian
dalam bentuk ucapan atau secara lisan bahwa penghinaan terebut
dituangkan dalam penyampaian yang menuduh atau menghina subyek
hukum yang berakibat kepada kerugian.

Tindak Pidana pencemanaran nama baik sendiri, diatur dan
dikategorikan dalam peraturan perundang — undangan, yakni terdapat
dalam KUHP dan UU ITE, didalam KUHP Bab XVI — Penghinaan :

“Pasal 310 :

(1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik
seseorang dengan menuduhkan seseuatu hal, memberikan hal
tersebut untuk diketahui umum, diancam karena pencemaran
dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana
denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.



(2). Jika hal tersebut, dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang
disiarkan, dipertunjukan atau ditempelkan dimuka umum, maka
dapat diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara
paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak
empat ribu lima ratus rupiah.

(3). Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika
perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena
terpaksa untuk membela diri.”

Perbuatan menyerang adalah perbuatan dengan menyampaikan ucapan
ayat (1) atau dengan tulisan ayat (2) yang isinya menuduhkan melakukan
perbuatan tertentu yang ditujuhkan pada nama baik dan kehormatan
seseorang yang dapat menimbulkan akibat rasa harga diri atau maratabat
orang yang dituduh dicemarkan atau direndahkan atau dipermalukan. Arti
dari kata penghinaan disinim memerlukan pengamatan lebih lanjut, jadi arti
dari kata penghinaan yaitu penghinaan tidak bersifat menista atau menista
dengan surat. Menista terdiri dari dua bagian yaitu menista dengan cara
lisan dan tulisan. Kata menista berasal dari kata nista sebagian pakar
menggunakan kata celaan, namun walau kedua kata tersebut hampir sama
artinya, tetapi kata celaan belum tentu tindak pidana karena dapat
merupakan pernyataan atau pendapat atau kritik, menista dengan lisan itu
berarti dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Sedangkan menista
dengan tuisan yaitu menista dengan tulisan atau gambar. Inilah unsur dari
pasal 310 kuhp, yang menjelaskan terkait dengan pencemaran nama baik.

Sedangkan pencemaran nama baik yang diatur dalam Undang -

Undang Informasi Transksasi Elektronik ( UU ITE ) tindak pidana

pencemaran nama baik diatur dalam pasal 27 ayat (3):

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan
dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki
muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Terdapat gambaran bentuk unsur jika melihat bunyi pasal tersebut, adapun

unsur dalam pasal tersebut adalah sebagai berikut :

a.). Setiap Orang
setiap orang yang dimaksud pada Undang — Undang ITE adalah yang
diatur lebih lanjut pada pasal 1 angka 21 yang menyataka bahwa
‘orang perseorangan baik warha negara asing, maupun badan
hukum”. maka unsur setiap orang tersebut melekat pada siapa saja
tanpa terkecuali baik laki — laki atau perempuan kelompok atau badan
hukum warga negara indonesia atau asing dapat dikenakan unsur
pasal tersebut.

b.) Dengan sengaja
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suatu niatan yang timbul untuk melakukan atau tidak melakukan
perbuatan — perbuatan yang dilarang dalam undang — undang tersebut
yakni adalah penghinaan atau pencemaran nama baik kepada orang
atau badan hukum.

c.).Tanpa Hak

suatu upaya perbuatan bukan merupakan kewenangan oleh
seseorang atau orang tersebut untuk dapat informasi elektronik
dalam hal ini adalah perbuatan yang melawan hukum, perbuatan
tersebut adalah penghinaan atau pencemaran nama baik.

d.). Perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat

diaksesnya informasi elektronik.

Tindakan mendistribusikan merupakan mengirimkan dan/atau
menyebarkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik
kepada banyak orang dalam hal ini depan publik dimedia sosial,
atau berbagi pihak melalui sistem elektronik, Mentransmisikan
adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen
elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem
elktronik. Sedangkan membuat dapat diaksesnya merupakan
semua perbuatan lain, dalam hal memberikan peluang bagi orang
lain atau pihak lain untuk dapat menyebabkan informasi elektronik
dan./atau dapat diketahui oleh orang lain dan bahkan publik.

e.). Informasi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau

pencemaran nama baik.

Perihal muatan yang dimaksud dalam penghinaan dan pencemaran
nama baik, merupakan wujud dari pandangan kajian putusan hakim
MK NO.2/PUU-VII/2009 yang pada dasarnya pandangan bahwa
“memposisikan pencemaran nama baik merupakan bentuk yang
tidak pantas dan bertentengan dengan nilai HAM,”(Ali, 2010) dan
Konstitusi kita karena pada dasarnya hakekat setiap orang dilarang
menyerang harkat martabat seseorang, karena negara sangat
melindungi hak individu, kelompok dan kelembagaan sehingga
meletakan rasa hormat yang tinggi pada nilai harkat dan martabat
seseorang.

Urain diatas menjelaskan secara singkat konsep dari tindak pidana
pencemaran nama baik, dari pengertian serta istilah dan juga berdasarkan
peraturan perundang - undangan, untuk memberikan  pembuktikan
perbuatan tersebut, maka perlu adanya suatu alat bukti yang dapat
mengungkapkan peritiwa hukum dalam suatu tindak pidana agar menjadi
terang benderang sehingga dapat disimmpulkan apakah perbuatan
tersangka merupakan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang —
undangan, agar lebih jelas pengertian alat bukti Menurut R.Atang
Raniomiharjo, alat bukti adalah “alat-alat yang ada hubunganya dengan



suatu tindak pidana, sehingga dapat digunakan sebagai pembuktian, untuk
meyakinkan hakim”.(Prodjohamidjojo, 1983) Berangkat dari pengertian alat
bukti tersebut maka selanjutnya ketentuan alat bukti yang diatur dalam
KUHAP dan UU ITE.
Alat bukti yang diatur dalam KUHAP, yang dituangkan pada pasal 184 (1)
adalah sebagai berikut :

a), Keterangan saksi

b). Keterangan anhli

c). Surat

d). Petunjuk

e). Keterangan Terdakwa.
Dari 5 alat bukti yang diatur dalam pasal 184 ayat (1) dianggap sebagai alat
bukti yang sah, diluar dari pada ketentuan tersebut diangap tidak sah, inilah
yang merupakan bentuk alat bukti yang diatur dalam KUHAP.

Pengertian alat bukti elektronik menurut ahli, selanjutnya menurut
Hj.Efa Laela Fakhriah jenis alat nbukti yang dapat dikategorikan adalah :

a). Foto dan hasil rekaman

b). Hasil print out mesin faximili

c¢). Microfilm

d). Email/Surat Elektronik,

e). Tanda Tangan Elektronik

f). Video Teleconference.(Yusandy et al., 2019)
bentuk dari jenis alat bukti yang dipaparkan diatas, dapat dikatakan seabagai
data yang digunakan melalui perangkat elektronik, data tersebut yang
dijadikan untuk membuktikan segala sesuatu kejahatan di muka
persidangan. pengertian alat bukti tersebut, memberikan penjelasan yang
spesifik apakah yang dimaksud dengan alat bukti elektronik, selanjutnya alat
bukti elektronik sendiri mengandung muatan sebagai persyaratan formil dan
persyaratan materil yang diatur dalam UU ITE.

UU ITE mengatur dengan jelas bentuk alat bukti elektronik yaitu pada
pasal 5 dalam bab Il informasi, dokumen dan tanda elektronik sebagai
berikut :

1.). Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil

cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah

2.). Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil

cetaknya sebagaimanan duimaksud pada ayat (1) merupakan
perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang
berlaku di indonesia.

3). Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah

apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan
ketentuan yang diatur dakam undang — undang ini.
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4). Ketentuan mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen
elektronik sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berlaku untuk:
a. surat yang menurut undang — undang harus dibuat dalam
bentuk tertulis, dan b, surat beserta dokumenya yang menurut
undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang
dibuat oleh pejabat pembuat akta.
Inilah alat bukti yang merupakan ketentuan dari UU ITE, terhadap alat bukti
elektronik terdapat fakta bahwa adanya implikasi yuridis kedudukan alat bukti
elektronik pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016,
sehingga ketentuan alat bukti dalam pasal 5 tersebut mendapat perubahan
yang signifikan.

Terhadap putusan tersebut, maka perlu mengetahui makna putusan
itu sendiri, putusan merupakan sikap hakim dalam pernyataan yang
dibacakan dimuka persidangan oleh hakim dalam bentuk tertulis sebagai
bentuk pemeriksaan atas hasil dari perkara gugatan/tuntutan. Putusan hakim
hakekatnya adalah suatu maha karya atau ide dalam menemukan hukum,
untuk memutuskan bagaimanakah seharusnya hukum pada setiap peristiwa
yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara.(Septiyo Rizal Alhabib,
MURIDAH ISNAWATI, AHMAD LABIB, 2014) Maka putusan ini kemudian
menjadi karya yang patut seperti halnya karya yang dihasilkan oleh putusan
MK yang pada posisi putusan MK dapat memberikan perubahan terhadap
suatu regulasi atas adanya permohonan jucial review.

Pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20 /PUU-XIV/2016 yang
berkaitan dengan alat bukti elektronik. terdapat pada pasal 5 ayat (1) dan
ayat (2) mengalami perubahan dan alat pada pasal 44 huruf b UU ITE, Jika
dianalisis amar putusan Mahkamah Konstitusi ini bahwa “Semua informasi
elktronik dan/atau dokumen elektronik tidak dijadikan alat bukti yang sah jika
tidak atas rangka penegak hukum lainya yang ditetapkan berdarkan undang
— undang”(Hanafi, 2020) Sehingga segala informasi elektronik sebagai alat
bukti dalam persidangan menjadi tidak sah. Jika perekeman dan
pengambilan bukti elektronik yang dilakukan atas permintaan penegak
hukum dalam hal ini kepolisian , kejakasaan dan penegak hukum lain yang
diatur dalam undang — undang. Inilah wujud bentuk alat bukti elektronik
terhadap putusan MK tersebut, yang pada dasarmya mengubah pengaruh
yang signifikan dalam bentuk acara dalam pelaksanaan penentuan alat bukti
elektronik dalam mengungkap suatu peritiwa hukum yang terjadi.

Berdasarkan penjelasan tersebut kemudian apakah alat bukti tindak
pencamraran nama baik memiliki pembuktian, maka dapat diketahui terlebih
dahulu apa yang menjadi pembuktian dalam UU ITE, hal tersebut diatur
dalam pasal 44 UU ITE “Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan
di sidang pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang ini adala sebagai
berikut:



a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-

undangan; dan

b. alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen

Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan
angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).”
Pada pasal 44 tersebut juga mengalami perubahan yang disebabkan oleh
putusan MK No.20/PUU-XIV/2016, Redaksionalnya adalah :
“Alat bukti lain berupa Khususnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen
elektronik sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum
atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum
lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagaimana
ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) UU No 11 Tahun 2008 tentang
informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).”(Hanafi,
2020)

Berdasarkan putusan tersebut pada dasarnya tidak menghilangkan
pengertian dalam arti informasi elektronik dan atau dokumen elektronik,
maka kaitanya dengan apakah alat bukti tindak pencemaran nama baik
memiliki pembuktian, bahwa penegasan tersebut tertuang dengan jelas
pada pasal 44 ayat 2 pada huruf b, yang merepresentasikan bentuk
gamabaran alat bukti yang dimaksud pada pasal 1angka 1 dan angka 4
serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat menjadi suatu
pembuktian, Dalam hal ini merupakan garis lurus pada pasal 27 ayat 3
tentang tindak pencemaran nama baik pada unsur .Perbuatan
mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya
informasinya yang mana informasi elektronik yang memiliki muatan
penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sehingga informasi
elektronik inilah yang menjadi dasar yang fundamental sebagai alat bukti
yang memiliki pembuktian.

B. Nilai Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik Tindak Pidana
Pencemaran Nama Baik.

Pembuktian dalam bahasa (terminologi), Menurut KBBI adalah “suatu
bentuk proses perbuatan, dengan tahap membuktian, serta usaha
menentukan benar atau salah pada terdakwa di muka persidangan”.(Adi,
2021) Maka pembuktian merupakan unsur yang urgen dalam pelaksanaan
hukum acara pidana. Pengertian pembuktian menurut para ahli yakni
M.Yahya Harahap menyebutkan :“Pembuktian ialah aturan -aturan yang
menjelaskan pedoman terhadap langkah — langkah yang dibenarkan
undang — undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada
terdakwa”.(Harahap, 2003) Sehingga dalam acara pembuktian dapat
dilaksanakan bilamana terdapat pada ketentuan yang mengatur terkait
langkah — langkah pembuktian dalam suatu perkara atau peristiwa hukum,
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sebagaimana yang diatur dalam KUHAP dan Peraturan Perundang —
undang lain yang memiliki nilai pembuktian.

Nilai pembuktian ialah suatu bentuk kekuatan dari alat bukti, yang
terdapat dalam hukum acara pidana, nilai tersebut pada alat bukti memiliki
kekuatan hukum yang sama, maka dalam nilai pembuktiannya tidak ada
alat bukti yang lebih tinggi dan rendah kedudukannya adalah sama serta
tidak mengenal sitem hieraki.(Koyimatun, 2014) penjelasan tersebut
memberikan gambaran bahwa setiap alat bukti akan memiliki nilai
pembuktian sejauh mana alat bukti tersebut dapat mengungkapkan suatu
pertiwa hukum, maka dalam hal ini alat bukti tersebut akan menjadi
kekuatan bagi para pencari keadilan untuk membuktikan kebenaran. Unuk
dapat mencari kekuatan alat bukti sebagai pembuktian, maka penulusuran
tersebut dapat diketahui melalui alat bukti yang diatur dalam KUHAP dan
alat bukti elektronik yang diatur dalam UU ITE.

Pembuktian yang diatur dalam KUHAP, terdapat dalam pasal 183
KUHAP, yang berbunyi “ Hakim tidak dapat memberikan sanksi pidana
kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang — kurang dua alat bukti
yang sah, dengan diikuti keyakinan hakim bahwa suatu tindak pidana terjadi
dan bahwa seseorang atau terdakwalah yang melakukan suatu bentuk
tindak pidana”.(Rahmat Aries, 2018) Maka dengan mengetahui bentuk nilai
pembuktian yang terdapat pada pasal 183 KUHAP, tentu tidak terlepas dari
suatu bentuk kekuatan nilai pada alat bukti yang pada dasarnya melekat
nilai pembuktian didalamya, selanjutnya alat bukti tersebut diatur dalam
pasal 184 ayat 1, yang merupakan alat bukti yang sah, adapun kekuatan
alat bukti tersebut, sebagai berikut :

Kekuatan Alat Bukti Saksi
o Pasal 185 KUHAP, Keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa
yang dinyatakan oleh saksi disidang pengadilan, Keterangan
seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa

terdakwa bersalah.

Kekuatan Alat Bukti Ahli
e Keterangan ahli memiliki nilai kekuatan bilamanan saksi ahli
disumpabh /janji dengan mengucapkan sumpah di depan hakim atau
para penegak hukum, dan memberikan keterangan berdasarkan
pengetahuan dan keahlihanya.
Kekuatan Alat Bukti Surat
¢ Nilai kekuatan alat bukti surat terletak pada surat resmi / otentik
yang mana berupa surat yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang
berwenang berdasarkan UU, Maka alat bukti tersebut sah, dan
memiliki kekuatan untuk dihadapkan dimuka persidangan.



Kekuatan Alat Bukti Petunjuk

o Nilai kekuatan pembuktian pada suatu petunjuk suatu keadaan

tertentu diserahkan kepada hakim dan hakim melakukan

pertimbangan dengan kebijkasanaan dan kearifan setelah hakim
melakukan pemeriksaan dengan teliti berdasarkan hati nuraninya.
Kekuatan Alat Bukti Keterangan Terdakwa

o Nilai kekuatan alat bukti keterangan terdakwa terletak pada saat

terdakwa memeberikan keterangan atas pertanyaan tentang apa

yang ia perbuat, apa yang ia ketahu dan apa uyang ia alami.(Imron,

2017)

Kekuatan dari kelima alat bukti dalam pasal 184 ayat 1 KUHAP memberikan
penjelasan bahwa dari kelima kekuatan alat bukti tersebut memiliki nilai
kekuatan pembuktian, sehingga dalam konteks hukum acara pidana, Alat
bukti tersebut, merupakan hal yang paling urgen dalam pembuktian sebagai
nilai bagi hakim dalam membuktikan terdakwa bersalah atau bahkan bagi
penegak hukum dalam melakukan serangkain penegakan agar dapat
melakukan penangakapan atau penyidikan karena alat bukti tersebut
memiliki kekuatan yang menjadi pedoman bagi para penegak hukum. Yang
mana dirangkai dengan peraturan yang sifatnya teknis yang di atur dalam
KUHAP.

Ketentuan alat bukti elektronik dalam kaitan nilai pembuktian, pada
dasarnya belum diatur pada KUHAP namun dengan berbagai rangkaian
kasus kejahatan yang berkembang di dunia maya maka mengaharuskan
hakim dalam menemukan hukum untuk mengisi kekosongan hukum
tersebut, dan memberikan langkah bagi pemerintah untuk merealisasikan
suatu regulasi yakni UU ITE, yang dapat memeberikan jawaban atas kasus
kejahatan yang berkembang di dunia maya, begitupun juga lahirnya alat
bukti dan pembuktian dalam UU tersebut, sebagai hukum acara guna
penegak hukum dapat mengatasi permasalahan tersebut, bahwa alat bukti
elektronik mempunyai fungsi “ sebagai informasi elktronik, dokumen
elektronik hasil cetaknya yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat
bukti dipersidangan yang menitikberatkan bahwa ketentuan alat bukti
elektronik tersebut memiliki nilai pembuktian.”(Dewi, 2019)

Nilai kekuatan pembuktian suatu alat bukti eletronik didasari dengan
bentuk keabsahan yang diatur dalam peratuaran khusus yang terkait
dengan UU ITE, hal tersebut tertuang pada pasal 44 Jo Pasal 5 UU 11
Tahun 2008, yang mengkelompokan dalam dua bagian yakni Pertama
Informasi elektronik dan /atau dokumen elektronik, kedua hasil cetak dari
informasi elektronik dan/atau hasil cetak dari dokumen elektronik. pada
kategori pertama termasuk dalam alat bukti (Digital Evidence) sedangkan
pada kategorti kedua hasil cetak informasi elektronik dan /atau dokumen
elektronik termasuk alat bukti surat (Kejaksaan Agung, 2016)hal ini
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dipertegas pada pasal 5 ayat 2 UU ITE yang menyebutkan kategori
pertama dan kategori kedua pada keterangan diatas merupakan perluasan
alat bukti yang sah.

Terhadap tindak pidana pencemaran nama baik yang tertuang
dalam pasal 27 ayat 3 dapat dikatakan memiliki nilai kekuatan pembuktian
sebagaimana kekuatan pembuktian yang diatur pada pasal 44 Jo pasal 5
UU ITE, karena pada unsur pasal 27 ayat 3 memuat informasi elektronik
dan dokumen elektonik sebagai alat bukti (Digital Evidence) yang
merupakan repsentatif petunjuk, yang merupakan perluasan dari pasal
184 ayat 1 terkait alat bukti petunjuk, penjelasan pada petunjuk diuraikan
kembali pada pasal 188 KUHAP ayat (1) Petunjuk adalah “perbuatan
kejadian yang karena penyesuaian baik antara yang satu dengan yang
lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah
terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya, dalam ayat (2) pasal
terssebut ditentukan bahwa petunjuk hanya dapat didapat dari
keterangan saksi,surat dan keterangan terdakwa..

Berdasarkan ketentuan tersebut menurut M.Yahya Harahap
mengemukakan, bahwa pasal 182 ayat ( 2 ) KUHAP membatasi
kewenangan hakim dalam cara memperoleh alat bukti petunjuk.” Maka
konteks tesebut memberikan gambaran ada batasan yang secara limitatif
terhadap alat bukti yang ditentukan oleh pasal 188 ayat (2).(Harahap,
2003) Ketentuan tersebut secara tegas dan jelas menetapkan kata
dengan perkataan ‘hanya’, terkait hanya dalam pemunhan petunjuk harus
di peroleh dari a.keterangan saksi, b. surat, c. keterangan terdakwa. Dari
pernyataan hanya sangat jelas secara limitatf menentukan, yang dilarang
mencari dan mendapatkan dari bukti lain yakni bukti ahli, Jika ketentuan
pasal 188 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP dikaitkan dengan Pasal 27 ayat 3
UU ITE maka saat ini alat bukti petunjuk berasal dari keterangan saksi,
surat, keterangan terdakwa, dan bukti elektronik berupa informasi
elektronik dan dokumen elektronik.Dengan demikian dapatlah dipahami
bahwa bukti elektronik yang berupa informasi dan/atau dokumen
elektronik merupakan alat bukti yang sah dalam Hukum Acara Pidana.
Dalam hal ini bukti elektronik berstatus sebagai pengganti surat, alat bukti
yang berdiri sendiri, dan perluasan dari bukti petunjuk.

Maka nilai kekuatan pembuktian pada pasal 27 ayat 3 terhadap alat
bukti elktronik memiliki kekuatan yang sama seperti pada bukti petunjuk
pada pasal 184 (1), status bukti elektronik itu tidak terdapat di dalam
KUHAP, namun pengaturannya terdapat dalam beberapa undang-
undang khusus dalam hal ini adalah UU ITE

Bahwa terdapat kejanggalan terhadap keistimewaan dari UU ITE,
yakni terhadap “asas lex specialis derogat lex genarilis”, asas ini
merupakan bentuk batasan — batasan dalam menerapkan hukum serta



pelaksanaan agar tidak terjadi masalah yang berkaitan dengan peraturan
perundang — undang, asas ini bermakna bahwa para penegak hukum
dalam menjalankan peraturan perundang — undang hakekatnya harus
mengindahkan asas peraturan perundang — undang tersebut, tapi
kenyataannya nilai kekuatan terhadap UU ITE pada pasal 44 Jo pasal 5
dalam tindakan pidana pencemaran nama baik pasal 27 ayat 3
pelaksanaan dalam hukum acaranya memiliki nilai yang sama pada pasal
184 ayat 1 KUHAP yakni pada alat bukti petunjuk, alat bukti tersebut
melekat pada peraturan yang diatur dalam UU ITE, terkait alat bukti
terhadap nilai pembuktian, sehingga menurut penulis seharusnya nilai
kekuatan pada bukti elektronik memiliki nilai keistimewaan khusus yang
berbeda dengan peraturan yang sifatnya umum, sehingga para penegak
hukum dalam mengatasi permasalahan terkait kejahatan pencemaran
nama baik, memiliki langkah khusus dalam pemberlakuan hukum acara
dan meletakan bukti elektronik sebagai bukti yang memiliki kekuatan
paling utama dalam pembuktian dalam menindak kejahatan terkait
pencemaran nama baik dalam yang diatur dalam UU ITE,.

KESIMPULAN

1. Alat bukti elektronik pada tindak pidana pencemaran nama baik diatur
dalam pasal 27 ayat 3 UU ITE, unsur pada pasal 27 ayat 3
mendistribusikan,mentramisiskan informasi elektonik, dan informasi
elektronik pada muatanya memiliki penghinaan sebagaimana
memfitnah dan pencemaran nama baik, maka yang menjadi wujud alat
bukti tersebut, ialah berkaitan tentang informasi elktronik yang
merupakan suatu alat bukti yang diatur dalam pasal 5 dan memiliki
pembuktian sebagaimana dijelaskan pada pasal 44 ayat 2.sehingga
memiliki pembuktian.

2. Nilai pembuktian merupakan wujud dari kekuatan suatu alat bukti,
dalam hukum pidana kekuatan nilai pembuktian dalam suatu alat bukti
adalah sama yang diatur dalam pasal 184 ayat 1, jika dilihat dari alat
bukti elektronik merupakan bentuk perluasan alat bukti yang terdapat
dalam pasal 184 ayat 1 KUHAP yakni pada alat bukti petunjuk,
sehingga Pasal 27 ayat 3 UU ITE pada muatan unsur pasal tersebut
memuat informasi elektronik dan dokumen elektronik, sebagai alat
bukti petunjuk yang diatur secara limitatif sehingga untuk menentukan
suatu alat bukti petunjuk maka dibutuhkan keterangan saksi, surat,
keterangan terdakwa, dan bukti elektronik berupa informasi elektronik
dan dokumen elektronik.Demikian dapatlah dipahami bahwa bukti
elektronik yang berupa informasi dan/atau dokumen elektronik
merupakan alat bukti yang sah dalam Hukum Acara Pidana. Dalam
hal ini bukti elektronik berstatus sebagai pengganti surat.
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3. Penerapan alat bukti elektronik pada tindak pencemaran nama baik
memberikan bentuk pelanggaran norma yakni “asas lex specialis
derogat lex genarilis”, karena alat bukti elektronik tidak memiliki nilai
kekhususan dalam penentuan hukum acara dalam persindangan,
karena pada kenyataanya masih melekat pada peraturan asalnya
yakni bukti petunjuk yang pada dasarnya ketentuan acaranya masih
menerapkan hukum yang diatur dalam pasal 188 ayat (2) KUHAP.

SARAN

Adapun hal yang perlu dijadikan perbaikan adalah perlu adanya
reformasi UU ITE perihal hukum acara terkait alat bukti dalam
pembuktian di persidangan, sehingga meletakan UU ITE sebagai
Undang — undang yang utama dan istimewa dalam kasus kejahatan
yang diatur dalam dunia maya, seperti halnya kasus tindak pidana
pencemaran nama baik, sehingga apa yang menjadi perluasan alat
bukti petunjuk, hanya dijadikan pedoman untuk hal mengingat tidak
berarti ketentuan alat bukti petunjuk harus diikuti, hal demikian tersebut
berakibat pada terbentuknya peraturan pelaksana dalam
melaksanakan pembuktian alat bukti elektronik pada suatu bentuk
tindak kejahatan yang dilakukan di dunia maya.
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